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ABSTRAK

LPSK memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum, khususnya
memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Keberadaan LPSK erat
kaitannya dengan kerusuhan pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan
Malang. Banyak tantangan yang dihadapi para saksi, korban dan keluarga korban.
Mereka mengalami intimidasi dan tekanan untuk bungkam, tidak menuntut mencari
keadilan dalam tragedi Kanjuruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi
LPSK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga negara independen
serta menganalisis peran LPSK dalam kasus kerusuhan pasca pertandingan sepak
bola di Stadion Kanjuruhan Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum
yakni menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan
hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penelitian ini diantaranya yaitu: 1) UU Nomor 31 Tahun 2014, 2) Perkapolri Nomor
01 Tahun 2009, 3) Perma Nomor 1 Tahun 2022, 4) PP Nomor 7 Tahun 2018, 5)
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2020, 6) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No. 13/Pid.B/2023/PN Shy, dan 7) regulasi FIFA dalam Stadium Safety and Security
Regulation terkait penggunaan gas air mata. Adapun bahan hukum sekunder yaitu
berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan sebagainya. Kemudian dianalisis
menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari bentuk perlindungan yang
diberikan LPSK kepada saksi dan korban sejalan dengan UU Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 berupa perlindungan fisik bagi keluarga
korban maupun saksi- kaorban yang mendapatkan ancaman, dan pemenuhan hak
prosedural selama proses peradilan serta restitusi. Peran LPSK dalam kasus tragedi
Kanjuruhan ditunjukkan antara lain: @ 1) menginvestigasi dan memberikan
rekomendasi perluasan tindak pidana, 2) merekomendasikan sejumlah orang untuk
menjadi saksi dan dilakukan ekshumasi, 3) mengajukan restitusi kepada penuntut
umum. Namun, dalam proses permohonan restitusi mengalami kendala yakni masih
banyak para korban yang belum sepenuhnya mendapat hak restitusi dikarenakan
keterlambatan pengajuan restitusi ke JPU saat proses sidang di Pengadilan Negeri
Surabaya sehingga bukti-bukti kerugian tidak langsung dikumpulkan para korban
mengingat trauma mendalam yang telah dialami dari tragedi Kanjuruhan.

Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan mekanisme baru bagi korban
tindak pidana untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan restitusi.
Mekanisme baru tersebut dapat diatur dalam KUHAP sebagai ketentuan formil yang
menjadi rujukan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya.
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